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Abstract 

This research aim to examine: (1) The influence of morality on tax compliance (2) The 

influence of culture on tax compliance .(3)The influence of tax services quality on tax 

compliance. And (4) The influence of audit quality, morality, tax services quality on tax 

compliance in Serpong Tax Office and Pondok Aren Tax Office. This study uses a 

quantitive approach and employs a regression model analysis by using 103 quistionare 

from respondents. The results of this study found that audit quality, morality, culture and 

tax services quality simultanesously influenced on tax compliance. Easy to pay and 

reporting also good and clearly informations are important for taxpayers and ultimately 

increase tax awareness to make taxpayers compliant and obey about tax provisions.The 

higher the audit quality stated on the use of Big Four KAP by taxpayers, it can increase 

the level of taxpayer compliance which is influenced by taxpayer morality, the culture 

that is understood by taxpayers and the quality of taxpayer services obtained by 

taxpayers.  
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PENDAHULUAN 

Kualitas audit sering juga diartikan segala hal yang mungkin, atau 

memiliki probabilitas yang dapat terjadi pada saat dilakukannya audit laporan 

keuangan milik klien, dimana bisa diketemukan pelanggaran yang pada sistem 

akuntansi klien serta melaporkannya pada laporan keuangan yang akan diaudit. 

Dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar 

audit di Indonesia, PSAK maupun IFRS (Riadi, 2018). Begitu pentingnya opini 

audit dalam laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan, diantaranya 

adalah bagi Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memastikan kondisi keuangan 

perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi para fiskus dalam proses audit 

pajak.  

Kemampuan audit sesoerang berpengaruh positif pada indikasi adanya 

kecurangan pada laporan keuangan (Sunardi dan Amin, 2012). Oleh karenanya 
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kualitas audit yang didasarkan pada kemampuan auditor menjadi penting untuk 

meminimalisir risiko salah saji laporan keuangan yang berimbas pada pembayaran 

kewajiban nya. Namun demikian, tidak serta merta laporan keuangan audit yang 

baik selalu mencerminkan kepatuhan mereka akan pembayaran kewajiban pajak 

pada kas negara. Moralitas seorang wajib pajak juga menjadi hal yang penting 

dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak membantu pendapatan pajak. 

Wajib pajak yang sadar pajak mengakibatkan akan taat hukum dan aturan 

pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

Sebagai contohnya, baru-baru ini diperbincangkan kembali adanya tiga 

pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp7.985.500.000 pada 

sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan di akhir tahun 

2017 lalu. Mereka didakwa melakukan penggelapan pajak pada Januari 2007-

Januari 2008, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi 

Sumatra Utara, Ibu Netty Silaen di Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi (Tipikor) 

kota Medan. Tercatat bahwa Direktur dari PT PWS (Rudi Nasution), Pemilik PT 

JST (Tiandi Lukman), Direktur PT BIP (Hendra Gunawan) dan Direktur PT ABF 

(Zulpan) secara bersama-sama menyetorkan pajak atas nama perusahaan mereka 

ke KPP Kota Medan. Kemudian mereka membayarkan pajak ke KPP Kota Medan 

dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp79.585.025.850. 

Pembayaran tunggakan pajak para pengusaha itu diterima petugas pajak pada KPP 

Kota Medan. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan 

adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp7,9 miliar. 

(www.mediaindonesia.com, 2018). 

Disisi lain, Yoga (2016) menuliskan pada portal atau laman Kompas.com 

tertanggal 27 Oktober 2016 bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 

menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat melihat kelakuan perusahaan-

perusahaan pertambangan di sektor mineral batubara (Minerba) dan minyak-gas 

(Migas), perusahaan-perusahaan itu diketahui tidak patuh melaporkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada Ditjen Pajak. Berdasarkan data tahun 2011 

lalu, dari 3.037 Wajib Pajak sektor pertambangan Minerba dan Migas, terdapat 

2.900 Wajib Pajak yang tidak melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan 
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hanya 137 Wajib Pajak yang melapor. Sehingga terhitung hanya 4,5% (persen) 

Wajib Pajak sektor pertambangan Minerba dan Migas yang patuh, sedangkan 

95,5% (persen) lainnya tidak patuh melakukan kewajiban pajaknya. Kemudian 

pada tahun 2015, Wajib Pajak sektor pertambangan Minerba dan Migas yang 

melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 2.500 orang dan 3.600 Wajib 

Pajak lainnya tidak melapor dari jumlah keseluruhan 6.100 Wajib Pajak. Hal 

tersebut membuktikan bahwa hanya 41% (persen) Wajib Pajak sektor 

pertambangan Minerba dan Migas yang patuh, sedangkan 59% (persen) lainnya 

tidak patuh. 

Dalam tulisan Fiki (2017) pada portal atau laman Bisnis.Liputan6.com 

tertanggal 20 Februari 2017, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken 

Dwijugiasteadi menjelaskan beberapa faktor penyebab masyarakat Indonesia 

enggan membayar pajak. Faktor pertama dan kedua ialah karena masih ada 

masyarakat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan dan 

tidak percaya dengan petugas pajak. Faktor ketiga adalah masih ada masyarakat 

yang ingin coba-coba tidak membayar pajak apabila tidak ketahuan karena 

masyarakat berpikir bahwa Ditjen Pajak tidak punya akses, terutama ke 

perbankan. Faktor keempat adalah                                       

                                                                         

                                                                         

                         yang dinilai ribet. Padahal di Amerika Serikat (AS), 

perusahaan yang termasuk dalam 10 sampai 40 besar, harus mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) dengan tingkat ketebalan sampai 100 (seratus) lembar. 

Sementara di Indonesia masyarakat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) paling 

banyak hanya 8 (delapan) lembar, yaitu pada SPT 1771 untuk Wajib Pajak Badan. 

Oleh karenanya kualitas layanan Fiskus terutama terkait pemahaman peraturan 

perpajakan dianggap penting untuk mendukung kepatuhan wajib pajak 

diantaranya karena faktor kemudahan melakukan pembayaran dan pelaporan 

pajaknya. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dibuat sebagai penjabaran hal-hal 

yang menjadi permasalahan utama untuk ditemukan jawabannya melalui 



936 
 

penelitian terkait, yaitu : 1). Bagaimana pengaruh moralitas terhadap kepatuhan 

dari Wajib Pajak? 2). Bagaimana pengaruh budaya akan kepatuhan dari Wajib 

Pajak? 3). Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

darin Wajib Pajak? 4) Bagaimana pengaruh kualitas audit pada hubungan 

moralitas, budaya dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dari Wajib 

Pajak? Pengujian atas pengaruh dan hubungan dari variabel diatas menjadi tujuan 

penelitian ini dan diharapkan hasil penelitian ini kemudian dapat berkontribusi 

untuk menambah khasanah referensi bagi penelitian mendatang terkait kualitas 

audit, moralitas, budaya, kualitas pelayanan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan 

serta bermanfaat bagi pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi. Terlebih dalam lingkup penelitian pada fiskus Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama yang memiliki wilayah kerja di daerah Kota Tangerang Selatan. 

 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Agensi (Agency Theory) adalah menjelaskan bahwa terdapat 

kepentingan yang berbeda antara agen (manajer) dan prinsipal (pemilik) 

perusahaan yang pada awalnya dikemukakan oleh Ross (1973) dan kemudian 

eksplorasi secara mendetail pertama kali dilakukan oleh Jansen dan Meckling 

(1976). Adanya keinginan oleh pemilik perusahaan untuk memastikan tidak 

adanya manipulasi atau asimetri informasi antara agen dan prinsipal salah satunya 

mendorong perusahaan melakukan proses audit. Pertimbangan kualitas audit 

menjadi penting dalam rangka memastikan independensi seorang auditor dalam 

memberikan opini auditnya. Sedangkan Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

dianggap menjadi salah satu acuan literatur bagi peneliti karena teori ini 

menjelaskan tentang kondisi dimana seseorang patuh atau taat pada suatu aturan 

tertentu. Tahar dan Rachman (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pada 

perpajakan merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan, bagi pemerintah dan 

rakyat untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan mendapatkan 

hak perpajakannya. Kedua grand theory tersebut dianggap saling terkait dalam 

penellitian ini, karena dengan adanya keinginan pemilik melakukan internal 

kontrol berupa kebutuhan laporan audit dari KAP yang berkualitas, maka akan 



937 
 

mendorong meningkatnya kepatuhan pajak dari wajib pajak yang diaudit oleh 

auditor dengan kualitas yang baik, karena KAP tersebut dianggap memberikan 

saran dan masukan yang benar dan sesuai dengan ketentuan aturan akuntansi 

maupun perpajakan. 

Di sisi lain, Indar Khaerunnisa dan Adi Wiratno (2014) membuktikan 

bahwa ada kaitan antara moralitas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putu 

Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014) terdapat pengaruh positif antara 

variabel tanggung jawab moral terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan 

atas penelitian di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian Pranata dan Setiawan 

(2015) memberikan bukti bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada 

kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajibannya membayar 

pajak restoran ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Bali. Dicka Christha Koes 

Febrinda (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

kewajiban moral dengan kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, penelitian Luqman 

Yusuf Ramadhan (2017) memberikan hasil bahwa moralitas secara parsial tidak 

mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi 

tingkat moralitas seorang Wajib Pajak, maka tidak selalu mempengaruhi tinggi 

atau rendahnya kepatuhan pajak Wajib Pajak tersebut. Oleh karenanya peneliti 

mengajukan hipotesis berikut: 

H1 : Moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian Luqman Yusuf Ramadhan (2017) memberikan hasil bahwa 

budaya secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal tersebut memiliki 

arti bahwa semakin tinggi tingkat budaya seorang Wajib Pajak, maka tidak selalu 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan dari pajak Wajib Pajak tersebut. 

Namun, Indar Khaerunnisa dan Adi Wiratno (2014) memberikan hasil bahwa ada 

pengaruh antara budaya pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Rudy Adi Mintarto, Hamidah Nayati 

U                c  Y     w     2015               “         K             

Individu Budaya dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor 

                        M      U     ”                            w  
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berdasarkan hasil uji t dan analisis regresi, secara parsial variabel budaya 

berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, 

pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan, sehingga peneliti mengajukan hipotesis berikut: 

H2 : Budaya berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Rohmawati dan Rasmini (2012) menyatakan kualitas pelayanan secara 

parsial dan simultan bersama variabel lain berpengaruh pada kepatuhan dari 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Cindy dan Mangoting (2013) menghasilkan pernyataan 

bahwa kualitas akan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Febrinda (2016) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas atas 

pelayanan pajak dengan kepatuhan dari Wajib Pajak. 

Sementara Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014) menyatakan 

bahwa ada pengaruh positif antara variabel kualitas atas pelayanan dengan 

kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara, Bali. 

Pranata dan Setiawan (2015) menyatakan bahwa kualitas dari pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak dalam hal membayar 

kewajiban pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Bali. Oleh 

karenanya peneliti mengajukan hipotesis penelitian ketiga seperti berikut ini: 

H3 : Kualitas dari pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari 

Wajib Pajak. 

Kualitas audit secara implisit menekan Perilaku Penghindaran Pajak dalam 

kaitanya pada isu kepatuhan Wajib Pajak (Martani, 2018). Semakin baik kualitas 

laporan keuangan yang diaudit akan semakin relevan dengan kondisi keuangan 

perusahaan yang sebenarnya, demikian pula sebaliknya. Peneliti 

menyimpulkannya dalam hipotesis berikut: 

H4: Kualitas audit berpengaruh pada hubungan moralitas, budaya serta kualitas 

atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak. 
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METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kerja Tangerang Selatan. Adapun 

daftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang termasuk ke dalam wilayah kerja di 

daerah Kota Tangerang Selatan ialah sebagai berikut: 

Tabel 1 

 Daftar KPP Pratama di Tangerang Selatan 

No. Nama KPP Pratama Kode 

1 KPP Pratama Serpong 411 

2 KPP Pratama Pondok Aren 453 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak. Diantaranya peneliti memfokuskan 

pembahasan pada kualitas audit, moralitas, budaya dan kualitas pelayanan fiskus. 

Penjabaran dan pemisahan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini dan 

skema atau model analisis yang diajukan dapat digambarkan sebagai kerangka 

pemikiran teoritis dalam penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.  

Kerangka Pemikiran 
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Dari keseluruhan Wajib di kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama di 

Tangerang Selatan tersebut, kemudian dipilih lagi untuk dijadikan sebagai sampel 

penelitian. Menurut Sugiyono (2013), yang dimaksud dengan sebagai bagian 

jumlah serta karakteristik dari suatu populasi, yaitu sampel. Berdasarkan rumus 

slovin yang dikemukakan Husein (2008), penelitian ini paling tidak diharapkan 

memiliki 99 sampel. Peneliti menyebarkan kuisioner sebanyak 120 dan kembali 

pada peneliti sebanyak 103, yaitu dari KPP Serpong sebanyak 53 dan KPP 

Pondok Aren sebanyak 50.  

 Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan cara 

regresi berganda. Analisis ini digunakan pada setiap sampel di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Serpong maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren 

dalam rangka mengetahui bagaimana pengaruh dan hubungan variabel 

independen dengan dependen dalam penelitian. Program SPSS (Software 

Program Service Solution) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data 

penelitian yang didapatkan. Dan Analisis data penelitian ini, yaitu menggunakan 

salah satu jenis analisis data, yakni analisis statistik yang meliputi uji normalitas, 

uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, Autokorelasi, Uji Validitas dan 

Realibilitas serta analisis regresi analisis berganda.  

 Formulasi persamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

 

 

Keterangan: 

 

Y  = Kepatuhan dari Wajib Pajak 

β  =  Konstanta 

b1, b2, b3, b4 =  Koefisien masing-masing variabel independen 

X1  =  Moralitas 

X2  =  Budaya 

X3  =  Kualitas pelayanan fiskus 

X4  =  Kualitas Audit 

€  =  Variabel pengganggu/error 

Y = β + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ € 
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Untuk mempermudah memahami variabel yang digunakan, peneliti 

merangkum operasionalisasi variabel penelitian seperti berikut: 

Tabel 3. 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Moralitas (X1) 

Independen 

 

1. Partisipasi warga negara 

2. Sistem perpajakan yang diterapkan 

3. Kebanggaan nasional 

4. Kepercayaan pada pemerintah 

Sumber: Widi Widodo (2010) 

Ordinal 

Budaya (X2) 

Independen 

 

1. Hubungan antara Aparatur Pajak dengan Wajib Pajak 

2. Peraturan perpajakan yang berlaku 

3. Budaya nasional 

Sumber: Widi Widodo (2010) 

Ordinal 

Kualitas Pelayanan 

Fiskus (X3) 

Independen 

 

1. Reliability (andal atau wajar) 

2. Credibility (dapat dipercaya) 

3. Responsiveness (tanggap) 

4. Courtesy (ramah) 

5. Communication (komunikasi) 

Sumber: Valarie A. Zeithaml, dkk (2009) 

Ordinal 

Kualitas Audit 

Moderating Variabel 

Jika diaudit oleh KAP Big Four maka 1, jika bukan Big 

Four maka 0. 

KAP yang berafiliasi dengan big four dianggap memiliki 

kualitas pengauditan lebih baik dibandingkan KAP yang 

berafiliasi dengan nonbig four. Kualitas tersebut dapat 

dilihat dari faktor kemampuan, independensi, dan 

pengetahuan auditor dari tiap jenis KAP. Diharapkan 

dengan adanya kualitas audit yang lebih baik dapat 

memitigasi adanya hubungan perencanaan pajak (Purwanto, 

2012). 

Dummy 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 

Dependen 

 

1. Pendaftaran diri untuk memiliki NPWP 

2. Konsistensi Wajib Pajak dalam menyetorkan kembali 

SPT 

3. Pembayaran pajak yang terutang sebelum berakhirnya 

masa pembayaran pajak 

4. Pelaporan SPT sebelum berakhirnya masa pelaporan 

pajak 

5. Pembayaran tunggakan atau tagihan pajak 

Sumber: Nasucha dalam Rahayu (2010) 

Ordinal 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendapatkan data sebanyak 103 data dari fiskus pada KPP 

Serpong dan Pondok Aren. Dari pengujian validitas yang dilakukan peneliti, 

terlihat bahwa korelasi antar masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total 

skor memperlihatkan hasil signifikan, yaitu 0,31. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

setiap pertanyaan adalah valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas, menunjukkan 

bahwa nilai cronbach alpha setiap instrument pertanyaan menunjukkan nilai lebih 

besar dari 0,60. Yang artinya adalah data yang dikumpulkan dianggap reliabel 

dengan istrument yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pengujian 

normalitas pada nilai residual dari model regresi yang dibuat. Peneliti menemukan 

bahwa hasil yang dilihat apakah probability plot memperlihatkan hasil normal, 

kemudian diperkuat dengan hasil uji Kolmogorov Smirnov yang bernilai sebesar 

> 0,05  α=5% ,                               w                                  

berdistribusi normal.  

Hasil uji Heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa ada perbedaan dari 

varians antar residual pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya. Bahwa 

dianggap regresi yang baik adalah regresi yang didalamnya tidak menunjukkan 

gejala heteroskedastisitas, sehingga peneliti mendeteksi keberadaan 

heteroskedastisitas dengan scatterplot. Hasil uji korelasi dengan rank spearman 

pada variabel bebas dengan nilai residual yang menunjukkan nilai signifikansi > 

0,05  α=5% ,                                                                

regresi yang diajukan. Hasil Uji Multikolinieritas memperlihatkan korelasi atau 

hubungan kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Dikatakan baik jika 

regresi yang dibuat seyogyanya tidak ada gejala multikolinieritas didalamnya. 

Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai VIF. Apabila nilainya > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model 

regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas, penelitian ini membuktikan bahwa 

tidak terdapat multikolinieritas. Model persamaan regresi adalah berikut: 

 

Y = 0,625+ 0,303X1+ 0,314X2 + 0,127X3 + 0,168X4 
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Persamaan regresi linear berganda diatas mengasumsikan bahwa ketika 

Koefisien atas regresi dari variabel X1, X2, X3, dan X4 memperlihatkan tanda 

positif, yaitu apabila X1, X2, X3, dan X4 mengalami peningkatan maka akan 

meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak di Tangerang. Adjusted R2 penelitian 

ini memperlihatkan nilai 79,8% artinya 79,8 % kepatuhan dari Wajib Pajak dalam 

sampel dapat dijelaskan dari variabel yang diteliti, dan sisanya dijelaskan oleh 

hal-hal lain diluar penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan hasil 35,257 dengan 

signifikansi 0,000 artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kepatuhan dari Wajib Pajak pada sampel atau dianggap variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak yang diteliti.  

Pengujian hipotesis dengan uji t, dilakukan peneliti untuk menguji 

hipotesis antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat 

signifikansi yang diacu pada penelitian ini yaitu 0,05. Dan menurut hasil 

pengujian pada hipotesis yang diajukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis pertama yang diajukan yaitu Moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan 

dari Wajib Pajak, menghasilkan signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, 

sehingga dikatakan H0 ditolak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran Moralitas Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dari 

Wajib Pajak. Hipotesis kedua adalah bahwa Budaya berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, memperlihatkan hasil signifikansi 0,001 positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, artinya Budaya yang diadopsi oleh Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  

Hipotesis ketiga, adalah bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan hasil uji hipotesis yang 

menunjukkan nilai sebesar 0,000 dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan H0 ditolak. 

Hipotesis 4, adalah bahwa Kualitas audit berpengaruh pada hubungan moralitas, 

budaya dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji 

hipotesis menunjukkan nilai sebesar 0,03 yang mengindikasikan bahwa kualitas 
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audit memiliki pengaruh terhadap hubungan antara moralitas, budaya dan kualitas 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H0 ditolak. 

 

KESIMPULAN 

Peneliti mempertimbangkan bukti-bukti empiris yang didapatkan dan 

menyimpulkan bahwa Kesadaran atau Moralitas Wajib Pajak yang berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki 

kesadaran tinggi akan cenderung untuk mematuhi peraturan hukum ataupun 

perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi 

dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah sehingga target APBN dapat 

terpenuhi dari pendapatan pajak (pajak.co.id, diakses 14 Oktober 2018). Budaya 

yang dipahami oleh wajib pajak menjadi hal yang penting dalam mendorong 

kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam negri. Budaya sadar pajak yang diharapkan 

dapat menciptakan wajib pajak yang patuh dan mengikuti peraturan perpajakan 

yang berlaku menjadi pendorong terciptanya terpenuhinya target pajak nasional.  

Kemudahan pembayaran dan pelaporan serta komunikasi dan 

penyampaian informasi yang jelas menjadi hal yang penting untuk wajib pajak 

dan pada akhirnya meningkatkan kesadaran pajak menjadikan wajib pajak patuh 

dan taat ketentuan pajak. Secara bersama-sama kualitas audit berpengaruh pada 

hubungan moralitas, budaya dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Semakin tinggi kualitas audit yang dinyatakan pada penggunaan 

KAP Big Four oleh wajib pajak, maka dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang dipengaruhi oleh moralitas wajib pajak, budaya yang dipahami wajib 

pajak dan kualitas pelayanan fiskus yang didapatkan oleh wajib pajak.  

Keterkaitan teori agensi dan teori kepatuhan dinyatakan selaras dengan 

hasil penelitian ini. Dengan adanya keinginan bagi pemilik perushaan untuk 

melakukan intenal kontrol yang sesuai dengan aturan dalam rangka mengurangi 

kesalahan pelaporan baik akuntansi maupun perpajakan, dapat mendorong 

kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayaran kewajiban perpajakan 

serta mendapatkan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Saran bagi penelitian selanjutnya dapat ditambahkan 
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variabel lain yang dinilai dapat lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti 

adanya fasilitas e-tax, adanya sosialisasi aturan perpajakan secara intensif, dan 

besar kecilnya kantor pajak bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan 

kontribusi dalam literasi yang lebih baru dan bermanfaat secara lebih luas.  
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